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KATA PENGANTAR 

Segala puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya 

sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi dengan judul: “Analisis 

Yuridis Unsur Penyalahgunaan Wewenang Dalam Perkara Tindak Pidana 

Korupsi”. Proposal skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan akademik 

untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 

Muhammadiyah Jember.  

Secara akademik, penelitian ini tidak hanya dimaksudkan sebagai 

pemenuhan kewajiban formal, tetapi juga sebagai ikhtiar ilmiah untuk 

menghadirkan analisis yang kritis dan argumentatif terhadap praktik penegakan 

hukum tindak pidana korupsi, khususnya mengenai batas antara tanggung jawab 

administratif dan pertanggungjawaban pidana. Melalui pendekatan yuridis 

normatif, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan perspektif yang lebih 

jernih mengenai konstruksi pertimbangan hakim bagi kepastian hukum dan 

perlindungan terhadap aparatur negara. 

Proposal ini merupakan hasil dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena 

itu, dengan penuh rasa hormat penulis menyampaikan terima kasih kepada: 

1. Pimpinan dan seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah 

Jember yang telah membekali penulis dengan khazanah keilmuan dan tradisi 

berpikir kritis selama masa studi. 

2. Ibu Dr. Fina Rosalina, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang 

dengan ketelitian, dedikasi, dan kesabaran telah memberikan arahan, masukan, 

serta koreksi yang konstruktif sejak tahap awal penyusunan hingga 

terselesaikannya penelitian ini. 

3. Orang tua dan keluarga tercinta yang senantiasa menjadi sumber kekuatan, doa, 

dan dukungan moral bagi penulis. 

4. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang turut memberikan 

bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Jember,     Juni 2026 

Penulis 
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